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ABSTRACT

This article discusses the evaluation of the implementation of Minister of Home
Affairs Regulation No. 9 of 2009 concerning the Procedure for Handover of Public
Facilities, Infrastructure, and Utilities (PSU) in Cilegon City, focusing on road
infrastructure. The main challenges identified include non-compliance by
developers, weak government supervision, and a lack of coordination between
stakeholders. According to data from the Cilegon City Housing and Settlement Area
Office, 29 developers have not handed over PSUs in accordance with regulations.
The research employs a qualitative method with an evaluative approach based on
literature studies to assess the implementation of Regulation No. 9 of 2009
regarding the handover of PSUs. The findings reveal that developers' non-
compliance is often due to weak sanctions and a lack of understanding of
regulations. On the other hand, budget constraints and limited supervision
resources hinder the local government's management of PSUs. This study
recommends strengthening regulations with stricter sanctions, adequate budget
allocation for supervision, and increased transparency through clear agreements
between developers and the government. A more structured coordination
mechanism is also necessary to accelerate the PSU handover process. The research
contributes significantly to improving the implementation of PSU policies in
Cilegon City to support better residential infrastructure and urban spatial
planning.

Keywords: Policy Implementation, Minister of Home Affairs Regulation no. 9 of
2009, Road Infrastructure, Cilegon City, Policy Evaluation.

ABSTRAK
Artikel ini membahas mengenai evaluasi implementasi Permendagri No. 9 Tahun
2009 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
di Kota Cilegon, dengan fokus pada prasarana jalan. Kendala utama yang
ditemukan meliputi  ketidakpatuhan pengembang, lemahnya pengawasan
pemerintah daerah, dan kurangnya koordinasi antar pihak. Berdasarkan data
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon, 29
pengembang belum menyerahkan PSU sesuai regulasi. Pendekatan penelitian
vang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan evaluatif berbasis studi
literatur untuk menilai implementasi Permendagri No. 9 Tahun 2009 terkait
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penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Kota Cilegon. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pengembang sering disebabkan
oleh lemahnya sanksi dan pemahaman terhadap regulasi. Sementara itu,
keterbatasan anggaran dan tenaga pengawasan menjadi kendala pemerintah
daerah dalam mengelola PSU. Penelitian ini merekomendasikan penguatan
regulasi dengan sanksi yang lebih tegas, alokasi anggaran yang memadai untuk
pengawasan, serta peningkatan transparansi melalui perjanjian yang jelas antara
pengembang dan pemerintah. Koordinasi yang lebih terstruktur juga diperlukan
untuk mempercepat proses penyerahan PSU. Penelitian ini memberikan kontribusi
penting bagi perbaikan implementasi kebijakan PSU di Kota Cilegon untuk
mendukung kualitas infrastruktur perumahan dan tata ruang kota..

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Permendagri No. 9 Tahun 2009,
Prasarana Jalan, Kota Cilegon, Evaluasi Kebijakan.

PENDAHULUAN Ketersediaan prasarana jalan

Kebersihan Prasarana jalan yang sesuai standar juga berperan
merupakan salah satu elemen utama penting dalam mendukung tata ruang
dalam pengembangan kawasan kota yang terintegrasi. Jalan yang

perumahan yang berfungsi mendukung
aksesibilitas dan mobilitas penghuni.
Jalan yang memadai tidak hanya
memberikan kenyamanan, tetapi juga
menjadi  komponen strategis dalam
menunjang keselamatan dan efisiensi
aktivitas  sehari-hari  (Sofiaty &
Hendrakusumah, 2022; Sutanto, 2021).
Di tingkat nasional, pemerintah telah
menetapkan  standar teknis untuk
memastikan kualitas prasarana jalan,
mencakup aspek dimensi, material, dan
kelengkapan infrastruktur pendukung
seperti saluran drainase dan trotoar
(Hidayah, 2024; Lestari & Wahyuhana,
2022). Namun, dalam praktiknya, tidak
semua pengembang perumahan mampu

atau bersedia memenuhi standar
tersebut, sehingga berdampak pada
kualitas  hidup  penghuni  serta

keberlanjutan lingkungan perumahan
(Murwanti, 2019; A. Putri et al., 2022).

memadai tidak hanya memengaruhi
penghuni perumahan secara langsung,
tetapi juga menjadi penghubung antar
wilayah yang mendukung aktivitas
ekonomi, pendidikan, dan sosial
masyarakat setempat (Prakoso, 2019;
Rasuh et al., 2020; William, 2022). Oleh
karena itu, pengelolaan prasarana jalan
membutuhkan sinergi antara
pengembang, pemerintah daerah, dan
masyarakat untuk memastikan
pelaksanaannya sesuai dengan
peraturan yang berlaku (Martin, 2022).
Permasalahan muncul ketika terdapat
keterlambatan atau kelalaian dalam
penyerahan prasarana jalan oleh
pengembang kepada pemerintah, yang
seringkali menyebabkan kerusakan dan
minimnya pemeliharaan (Jumiati et al.,
2022; Natasya et al., 2023).

Sebagai bagian dari upaya
mewujudkan keberlanjutan kawasan
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perumahan, regulasi terkait prasarana
jalan telah diatur melalui berbagai
kebijakan, termasuk Permendagri No. 9
Tahun 2009. Kebijakan ini menekankan
pentingnya  penyerahan
sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada
pemerintah daerah sebagai langkah

prasarana,

untuk memastikan pemeliharaan dan
keberlanjutan
(Dianasari, 2021; Mulyaningtyas et al.,
2020). Di Kota Cilegon, permasalahan
yang muncul melibatkan banyak
pengembang perumahan yang belum
menyerahkan prasarana jalan sesuai
kewajiban mereka. Hal ini berdampak
pada minimnya infrastruktur yang layak

fasilitas tersebut

bagi masyarakat, sehingga menciptakan
tantangan bagi pemerintah dalam
mengelola kawasan perumahan secara
optimal.

Permendagri No. 9 Tahun 2009
mengatur  tata  cara
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
(PSU) dari pengembang kepada
pemerintah daerah sebagai bagian dari
upaya menciptakan lingkungan
perumahan yang layak huni dan
berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang
untuk memastikan bahwa  PSU,
termasuk prasarana jalan, tidak hanya
memenuhi  standar  teknis  yang
ditetapkan, tetapi juga dapat dikelola

penyerahan

dengan baik oleh pemerintah daerah
setelah diserahkan (Hakim et al., 2021;
Ramadhan & Sebayang, 2022). Dengan
demikian, beban pemeliharaan dan
keberlanjutan fasilitas tersebut dapat
ditangani secara profesional dan tepat
sasaran oleh pihak yang berwenang

(Nizar et al., 2019; Patriadi &
Trimurtiningrum, 2023).

Implementasi kebijakan ini juga
bertujuan mendorong pengembang
perumahan untuk memenuhi tanggung
jawab mereka dalam menyediakan

infrastruktur yang berkualitas. Hal ini

meliputi penyediaan fasilitas yang
memadai dan sesuai dengan
perencanaan tata ruang kota
(Ferdyansyah &  Harahap, 2023;

Nurhadi, 2023; Yulita, 2020), sehingga
dapat  mendukung
keselamatan, dan mobilitas penghuni.
Namun, tantangan dalam pelaksanaan
regulasi ini sering kali muncul, seperti
keterlambatan penyerahan PSU
(Zulfiyani & Kamal, 2024), minimnya
koordinasi antara pengembang dan
pemerintah, hingga ketidaksesuaian
kualitas prasarana dengan standar yang
telah ditetapkan.

Permendagri No. 9 Tahun 2009
di Kota Cilegon menjadi acuan dalam

kenyamanan,

pengelolaan dan penyerahan PSU
perumahan. Meski demikian,
pelaksanaannya masih menghadapi
berbagai kendala yang membutuhkan
evaluasi menyeluruh (Joenso, 2023;
Kusia et al., 2023). Salah satu
permasalahan yang signifikan adalah
banyaknya pengembang perumahan
yang belum menyerahkan PSU,
termasuk prasarana jalan, kepada
pemerintah daerah. Kondisi ini tidak
hanya menghambat pemeliharaan
infrastruktur secara optimal tetapi juga
memengaruhi kualitas tata ruang kota,
yang seharusnya dirancang untuk
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mendukung keberlanjutan kawasan

perumahan dan kesejahteraan
masyarakat (Ariastita et al., 2023; Hafiz
& Mei, 2024).

Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum (PSU) perumahan mencakup
fasilitas dasar yang dirancang untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
penghuni perumahan
berkelanjutan (Pratama, 2020; Priatna
& Agustino, 2023). PSU meliputi
prasarana seperti jalan, saluran air, dan
sistem drainase yang memastikan
aksesibilitas serta pengelolaan
lingkungan yang baik. Selain itu, utilitas
seperti listrik dan jaringan air bersih

s€cara

memainkan peran penting dalam
menunjang kegiatan domestik
penghuni. Sarana tambahan seperti

taman, ruang terbuka hijau, dan area
publik lainnya juga menjadi elemen
penting yang tidak hanya meningkatkan
kenyamanan, tetapi juga menciptakan
ruang interaksi sosial bagi masyarakat
di kawasan perumahan (Furqon &
Dewi, 2021; Rahmad et al., 2023;
Susetyarto, 2019).

Sebagai bagian integral dari

pengembangan  perumahan,  PSU
dirancang untuk mendukung
keseimbangan antara  kebutuhan

manusia dan lingkungan (Rahmah &
Marliyah, 2021). Fasilitas ini tidak
hanya menjadi indikator kualitas hidup
penghuni, tetapi juga mencerminkan
upaya menciptakan kawasan
perumahan yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan. Ketersediaan PSU yang
memadai  sangat penting  untuk

mendukung fungsi perumahan sebagai
tempat tinggal yang layak huni
(Sumolang et al.,, 2024; Zuliarti &
Harjo, 2022). Tanpa PSU yang terkelola
dengan baik, kenyamanan penghuni
akan terganggu, dan pada tingkat yang
lebih luas, dapat memengaruhi daya

tarik kawasan perumahan sebagai
bagian dari tata ruang kota.
Melalui  konteks kebijakan,

pengelolaan PSU menjadi tanggung
jawab bersama antara pengembang dan
pemerintah  daerah. = Pengembang
bertanggung jawab untuk menyediakan
dan membangun PSU sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan (Minsi et
al., 2024; Tangkudung et al., 2021),
sedangkan pemerintah daerah bertugas
memastikan fasilitas ini dikelola dan
dipelihara  dengan  baik  setelah
diserahkan. Namun, di banyak kasus,
termasuk di Kota Cilegon, penyerahan

PSU dari pengembang kepada
pemerintah sering kali terhambat,
sehingga  memunculkan  berbagai

masalah seperti kerusakan infrastruktur,
terbatasnya akses masyarakat terhadap
fasilitas publik, hingga dampak negatif
terhadap tata ruang kota secara
keseluruhan.

Kota Cilegon memiliki
Peraturan Daerah (Perda) yang secara
khusus mengatur penyelenggaraan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
(PSU) perumahan sebagai bentuk
penjabaran  dan  penguatan  dari
Permendagri No. 9 Tahun 2009.
Peraturan daerah ini dirancang untuk
memastikan ~ bahwa  pengembang
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perumahan tidak hanya memenuhi
kewajiban penyediaan PSU, tetapi juga
menyerahkannya kepada pemerintah
daerah dalam kondisi sesuai standar
yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi
penting untuk menjamin keberlanjutan
pengelolaan PSU sebagai fasilitas
publik yang berfungsi mendukung
kualitas hidup penghuni perumahan.
Perda tersebut juga memberikan
pedoman yang jelas terkait prosedur,
waktu penyerahan, serta dokumen
administrasi yang harus dipenuhi oleh
pengembang. Adanya pengaturan ini,
pemerintah daerah memiliki alat hukum
yang kuat untuk mengawasi dan
menindak pengembang yang lalai atau
tidak mematuhi kewajibannya. Selain
itu, Perda ini mencakup sanksi
administratif ~ dan legal bagi
pengembang yang tidak menyerahkan
PSU tepat waktu atau menyerahkan
fasilitas yang tidak memenuhi standar.
Sanksi  tersebut bertujuan  untuk
memberikan efek jera serta mendorong
pengembang untuk lebih bertanggung
jawab dalam memenuhi kewajibannya.
Namun, dalam praktiknya,
implementasi Peraturan Daerah ini
masih menghadapi berbagai tantangan.
Salah satunya adalah kurangnya
koordinasi antara pengembang dan
pemerintah daerah, sehingga banyak
PSU yang belum diserahkan atau tidak
memenuhi persyaratan teknis yang
ditentukan.  Di  Kota  Cilegon,
permasalahan ini menjadi perhatian
serius mengingat banyaknya perumahan
baru yang berkembang pesat tanpa

diiringi pengelolaan PSU yang optimal.
Kondisi ini tidak hanya memengaruhi
kenyamanan penghuni, tetapi juga
menciptakan beban tambahan bagi
pemerintah daerah dalam pemeliharaan
infrastruktur. Oleh karena itu, evaluasi
terhadap efektivitas pelaksanaan Perda
ini menjadi langkah penting untuk
meningkatkan tata kelola PSU di Kota
Cilegon.

Kota Cilegon, yang terletak di
Provinsi Banten, dikenal luas sebagai
salah satu pusat industri utama di
Indonesia. Dengan julukan "Kota Baja,"
Cilegon menjadi rumah bagi banyak

industri  besar, termasuk  sektor
manufaktur dan petrokimia, yang
mendukung  perekonomian  lokal

maupun nasional. Meski didominasi
oleh kawasan industri, Cilegon juga
memiliki kawasan perumahan yang
terus berkembang seiring dengan
meningkatnya kebutuhan hunian bagi
pekerja  industri  dan  penduduk
setempat. Kawasan perumahan ini
berkembang pesat di  berbagai
kecamatan untuk memenuhi permintaan
yang semakin tinggi akibat urbanisasi
dan pertumbuhan populasi.
Pertumbuhan kawasan
perumahan di Kota Cilegon membawa
tantangan baru dalam pengelolaan tata
ruang dan infrastruktur perkotaan.
Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum (PSU) menjadi salah
satu aspek penting untuk memastikan
keberlanjutan dan kenyamanan
kawasan perumahan yang berkembang.
Peningkatan jumlah perumahan
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membutuhkan ketersediaan PSU yang
memadai, seperti jalan, saluran air, dan
ruang terbuka hijau, untuk mendukung
mobilitas, aksesibilitas, dan kualitas
hidup penghuni. Selain itu, penyediaan
PSU yang sesuai standar juga berperan
dalam menjaga keseimbangan antara
kawasan perumahan dan kawasan
industri yang mendominasi tata ruang
kota.

Perkembangan
perumahan di Cilegon sering kali
dihadapkan pada berbagai masalah,
terutama dalam penyerahan PSU dari
pengembang kepada pemerintah daerah.
Dalam konteks ini, pengelolaan PSU

kawasan

yang baik menjadi kunci untuk
memastikan pertumbuhan
kawasan perumahan dapat berjalan
seiring dengan prinsip tata ruang yang
berkelanjutan. Pemerintah Kota
Cilegon, melalui kebijakan dan
daerah, terus berupaya
tantangan  ini  untuk
menciptakan kota yang tidak hanya
menjadi pusat industri, tetapi juga
menyediakan lingkungan hunian yang
layak dan berkualitas bagi warganya.
Ketersediaan prasarana jalan
yang memadai merupakan elemen vital
dalam mendukung kenyamanan dan
mobilitas  penghuni di  kawasan

bahwa

peraturan
mengatasi

perumahan.  Sebagai  salah  satu
komponen utama dari Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
(Syahputra & Harahap, 2023; Utami &
Mononimbar, 2022), jalan tidak hanya
berfungsi sebagai jalur akses, tetapi juga
menjadi penghubung penting antara

kawasan perumahan dengan wilayah
lainnya (Anggara, 2023; Febrianto et
al., 2023). Standar kualitas prasarana
jalan yang ditetapkan oleh pemerintah
bertujuan untuk memastikan
keselamatan, efisiensi, dan
keberlanjutan lingkungan perumahan
(Agus et al., 2020; 1. Putri & Agustina,
2024). Namun, pada kenyataannya,
banyak kawasan perumahan yang
prasarana  jalan  tidak
memenuhi  standar  teknis  yang
ditentukan, baik dari segi material,
dimensi, fasilitas

memiliki

maupun
pendukungnya.

Proses penyerahan prasarana
jalan  dari  pengembang  kepada
pemerintah daerah juga kerap menjadi
permasalahan tersendiri. Dalam banyak
kasus, keterlambatan penyerahan jalan
disebabkan oleh pengembang yang
belum menyelesaikan kewajibannya
atau belum mengajukan permohonan
sesuai prosedur (Agustin & Weldy,
2023; Janis & Kumurur, 2020). Kondisi
ini mengakibatkan minimnya
pemeliharaan prasarana jalan, yang
pada akhirnya berdampak buruk pada
kenyamanan dan keamanan penghuni
perumahan. Selain itu, jalan yang tidak
memenuhi standar dapat mempercepat
kerusakan infrastruktur, menimbulkan
genangan air, hingga meningkatkan
risiko kecelakaan, terutama di kawasan
dengan mobilitas tinggi.

Persoalan terkait prasarana jalan
menjadi salah satu tantangan utama
dalam pengelolaan kawasan perumahan
di Kota Cilegon. Berdasarkan data dari
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Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Cilegon, beberapa
pengembang perumahan masih belum
menyerahkan PSU, termasuk prasarana
jalan, kepada pemerintah daerah. Hal ini
tidak hanya menghambat optimalisasi
tata ruang kota, tetapi juga menambah
beban pemerintah dalam memperbaiki
dan memelihara infrastruktur yang
semestinya sudah menjadi tanggung
jawab publik. Oleh karena itu, evaluasi
terhadap implementasi
kebijakan terkait, termasuk
Permendagri No. 9 Tahun 2009,
menjadi  langkah  penting untuk
meningkatkan kualitas dan ketersediaan

menyeluruh

prasarana jalan di kawasan perumahan.

Keterlambatan dalam
penyerahan  prasarana jalan dari
pengembang kepada pemerintah daerah
membawa dampak yang signifikan
terhadap kenyamanan penghuni
perumahan dan tata kelola ruang kota
secara keseluruhan (Janis & Kumurur,
2020; Kasih & Rahmawati, 2019).
Prasarana jalan yang tidak terpelihara
dengan baik sering kali mengalami
kerusakan seperti retakan, genangan air,
hingga kondisi jalan yang berlubang,
yang tidak  hanya
kenyamanan tetapi juga membahayakan
keselamatan pengguna jalan (Wardana,

mengurangi

2023). Ketidakteraturan dalam
penyerahan ini juga menghambat upaya
pemerintah daerah untuk

mengintegrasikan kawasan perumahan
ke dalam tata ruang kota yang lebih

luas, sehingga menciptakan

ketidakseimbangan dalam pengelolaan
infrastruktur perkotaan.

Keterlambatan tersebut

juga
berdampak pada efektivitas pengelolaan
infrastruktur oleh pemerintah daerah
(Vitriana, 2019). Tanpa penyerahan
resmi, pemerintah tidak memiliki dasar
hukum untuk melakukan perbaikan atau
peningkatan kualitas jalan, yang pada
akhirnya membuat kondisi jalan terus
memburuk. Infrastruktur yang tidak
optimal ini menjadi hambatan bagi
mobilitas masyarakat, memperburuk
aksesibilitas, dan menurunkan nilai
estetika kawasan perumahan (Berlian et
al., 2023). Selain itu, kondisi ini dapat
menurunkan tingkat kepuasan penghuni
dan berdampak pada daya tarik
perumahan sebagai lingkungan hunian
yang ideal.

Melalui erspektif tata kelola,
keterlambatan penyerahan prasarana
jalan juga menambah beban pemerintah
daerah dalam hal perencanaan dan
anggaran. Ketika jalan dalam kondisi
buruk, pemerintah sering kali harus
mengalokasikan dana tambahan untuk
pemeliharaan atau perbaikan yang
semestinya menjadi tanggung jawab
pengembang (Kasih & Rahmawati,
2020; Ramadhani et al., 2024). Hal ini
menciptakan inefisiensi dalam
penggunaan anggaran daerah, yang
seharusnya dapat digunakan untuk
meningkatkan layanan publik lainnya.
Memastikan kelancaran proses
penyerahan PSU, termasuk prasarana
jalan, adalah langkah strategis untuk
mendukung kenyamanan penghuni
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sekaligus meningkatkan efektivitas tata
kelola perkotaan.

Tabel 1. Jenis prasarana dan utilitas
perumahan

No | Prasarana Sarana Utilitas

Sarana
Perniagaan/Perbelanjaan

1 Jaringan Jalan Jaringan Air Bersih

2 Jaringan Saluran | Sarana Pelayanan | Jaringan Listrik
Pembuangan Air | Umum dan

Limbah Pemerintahan

3 Jaringan Saluran | Sarana Pendidikan
Pembuangan Air Hujan

(Drainase)

Jaringan Telepon

4 Tempat
Sampah
5 Sarana Peribadatan

Pembuangan | Sarana Kesehatan Jaringan Gas

Jaringan
Transportasi

6 Sarana Rekreasi dan | Pemadam
Olahraga Kebakaran

7 Sarana Pemakaman Sarana Penerangan
Jasa Umum

8 Sarana Pertamanan dan
Ruang Terbuka Hijau
9 Sarana Parkir

Sumber: Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman  Penyerahan  Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman di Daerah

Berdasarkan data yang tercatat
pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Cilegon,
terdapat sejumlah jalan perumahan yang
belum memenuhi standar atau bahkan
belum diserahkan kepada pemerintah
daerah. Hal ini mengindikasikan adanya
ketidaksesuaian  antara  kebutuhan
infrastruktur di kawasan perumahan
dengan pengelolaan yang seharusnya
dilakukan oleh pengembang.
Keterlambatan penyerahan ini
menghambat upaya pemerintah dalam
memastikan keberlanjutan dan kualitas
pengelolaan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum (PSU) yang merupakan
bagian penting dalam menciptakan
lingkungan perumahan yang layak huni
dan nyaman.

Masalah utama yang dihadapi
adalah banyaknya pengembang
perumahan yang belum menyerahkan
PSU, termasuk prasarana jalan, kepada
Pemerintah Kota Cilegon. Berdasarkan
data yang ada sampai dengan maret

2024, sebanyak 29 pengembang
perumahan termasuk jalan belum
memenuhi kewajibannya untuk

menyerahkan PSU yang telah dibangun,
dari target 39 penyerahan. Sehingga
hanya 10 yang sudah menyerahkan PSU
perumahan termasuk jalan, meskipun
sebagian besar dari fasilitas tersebut
telah selesai dibangun. Salah satu
penyebab utama keterlambatan ini
adalah pengembang yang belum
mengajukan permohonan penyerahan
PSU kepada pemerintah sesuai dengan
prosedur yang telah diatur dalam
peraturan daerah dan Permendagri No. 9
Tahun 2009.

Selain itu, faktor lain yang turut
berkontribusi terhadap masalah ini
adalah kurangnya pemahaman dari
pengembang kewajiban
hukum mereka terkait penyerahan PSU.
Beberapa pengembang mungkin tidak
menyadari  pentingnya  memenuhi
persyaratan administrasi atau teknis
yang  diperlukan  untuk  proses
penyerahan. Di sisi lain, ada juga
pengembang yang terhambat oleh
kendala finansial atau operasional yang
menyebabkan mereka

mengenai

belum dapat
menyelesaikan tahap akhir penyerahan
tersebut. Kondisi ini tidak hanya
mengganggu proses administrasi, tetapi

juga berdampak pada pemeliharaan dan
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kelayakan fasilitas publik yang sangat
dibutuhkan oleh penghuni perumahan.
Penelitian ini diperlukan untuk
memberikan pemahaman yang lebih
mendalam  tentang  implementasi
Permendagri No. 9 Tahun 2009 terkait
penyerahan prasarana jalan perumahan,
khususnya di Kota Cilegon. Meskipun
kebijakan  ini  dirancang
meningkatkan pengelolaan PSU dan
memastikan tanggung jawab
pengembang serta pemerintah daerah,
implementasinya di banyak daerah,
termasuk  Kota  Cilegon, masih
menghadapi berbagai kendala yang
perlu dievaluasi lebih lanjut. Dalam

untuk

rangka menilai sejauh mana kebijakan
ini berhasil diimplementasikan, teori
evaluasi kebijakan yang mencakup
dimensi efektivitas, efisiensi,
kepatuhan, dan dampak digunakan
sebagai dasar analisis. Penelitian ini
bertujuan untuk
pelaksanaan kebijakan tersebut dan
memberikan rekomendasi yang
konstruktif guna meningkatkan
efektivitas dan kepatuhan pengembang
serta  pemerintah  daerah  dalam

mengevaluasi

penyelenggaraan prasarana jalan.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Lester dan Stewart,
evaluasi kebijakan dapat dibagi menjadi
dua tugas berbeda. Tugas pertama, yaitu
menentukan konsekuensi suatu
kebijakan dengan menjelaskan
dampaknya. Sedangkan, tugas kedua
yaitu mengevaluasi keberhasilan atau
kegagalan suatu kebijakan berdasarkan

standar dan kriteria

ditetapkan  sebelumnya.
kebijakan merupakan persoalan fakta
berupa pengukuran dan evaluasi baik
tahapan implementasi kebijakan
maupun hasil (outcome) atau dampak

(impact) dari kegiatan suatu kebijakan

yang telah
Evaluasi

atau  program tertentu

menentukan

sehingga
yang dapat
diambil di masa yang akan datang.

tindakan

METODE

Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan
evaluatif berbasis studi literatur untuk
menilai implementasi Permendagri No.
9 Tahun 2009 terkait penyerahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
(PSU) di Kota Cilegon. Fokus evaluasi
mencakup dimensi efektivitas, efisiensi,
kepatuhan, serta dampak kebijakan.
Pendekatan ini dilakukan melalui
analisis dokumen kebijakan, regulasi
daerah, laporan rekapitulasi prasarana
jalan, serta literatur terkait yang
membahas implementasi kebijakan di
berbagai daerah.

Teknik analisis tematik
digunakan untuk mengidentifikasi pola
dan tema yang muncul dari berbagai
dokumen dan studi literatur. Penelitian
ini mengevaluasi kendala implementasi
kebijakan, termasuk ketidakpatuhan
pengembang, lemahnya pengawasan
pemerintah daerah, serta kurangnya
koordinasi antar pihak. Temuan tersebut
digunakan untuk memberikan
rekomendasi strategis guna
meningkatkan efektivitas kebijakan dan
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memastikan kualitas serta pengelolaan
prasarana jalan yang lebih baik di masa
depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Permendagri
9/2009 di Kota Cilegon
Implementasi Permendagri No.
9 Tahun 2009 di Kota Cilegon masih
menghadapi berbagai kendala yang
signifikan, dalam proses
penyerahan  prasarana jalan  dari
pengembang kepada pemerintah daerah.

No.

terutama

Salah satu kendala wutama adalah
keterlambatan  pengembang  dalam
memenuhi  kewajiban menyerahkan

Berdasarkan data
wawancara dengan pihak terkait,
keterlambatan ini disebabkan oleh
minimnya kesadaran dan kepatuhan
pengembang terhadap regulasi yang
berlaku. Beberapa pengembang bahkan
belum  mengajukan  permohonan
penyerahan, sehingga memperpanjang

prasarana jalan.

proses administrasi yang seharusnya
dapat diselesaikan lebih cepat. Kondisi
ini tidak hanya memperlambat proses
legalisasi, tetapi juga berdampak pada
tidak terpeliharanya prasarana jalan di
kawasan perumahan.

Mekanisme penyerahan
prasarana jalan dinilai belum optimal
karena lemahnya koordinasi antara
pengembang dan pemerintah daerah
(Maulana & Saputra, 2024; Susilawati,
2019). Pemerintah daerah seringkali
menghadapi tantangan dalam
mengelola komunikasi dan prosedur
administratif yang melibatkan

pengembang. Tidak adanya mekanisme
monitoring yang jelas serta
ketidakselarasan antara peraturan pusat
dan daerah semakin memperumit
pelaksanaan kebijakan ini. Akibatnya,
banyak prasarana jalan yang belum
memenuhi standar teknis dan kualitas
yang diharapkan. Hal ini menunjukkan
perlunya pembaruan sistem koordinasi
untuk mempercepat proses penyerahan
dan memastikan standar yang telah
ditetapkan dapat dipenuhi (Agus et al.,

2020; Kasih & Rahmawati, 2019;
Maulana & Saputra, 2024).
Keterbatasan ~ sumber daya

pemerintah daerah juga menjadi faktor
penghambat dalam pengawasan dan
pengelolaan prasarana jalan setelah
penyerahan. Dengan jumlah personel
dan anggaran yang terbatas, upaya
untuk memantau pelaksanaan kebijakan
ini tidak dapat berjalan maksimal.
Setelah proses penyerahan, seringkali
pemerintah mengalami kesulitan dalam
memastikan pemeliharaan prasarana
jalan sesuai dengan standar yang
ditetapkan. Hal ini mengindikasikan
perlunya alokasi sumber daya yang
lebih baik serta kebijakan yang lebih
tegas dalam mendorong pengembang
untuk segera menyerahkan prasarana
jalan kepada pemerintah daerah (Mareta
& Wardhana, 2021; Syukur et al,
2019).

Mengacu pada teori Lester dan
Stewart, implementasi Permendagri No.
9 Tahun 2009 di Kota Cilegon masih
menghadapi sejumlah kendala yang
mempengaruhi hasil yang diinginkan.
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Berdasarkan evaluasi yang dilakukan,
beberapa dampak yang dihasilkan dari
kebijakan ini belum optimal, terutama
terkait penyerahan prasarana jalan dari
pengembang kepada pemerintah daerah.
Ketidakpatuhan pengembang,
lemahnya pengawasan pemerintah,
serta koordinasi yang tidak efektif antar
pihak terkait, menyebabkan kebijakan
ini tidak dapat mencapai tujuan yang
diharapkan. Dalam evaluasi kebijakan
ini,  analisis  terhadap = dampak
implementasi Permendagri No. 9/2009
penting untuk melihat sejauh mana
kebijakan ini berhasil atau gagal dalam
memenuhi  standar  yang  telah
ditetapkan, serta untuk merumuskan

langkah-langkah ~ perbaikan  yang
diperlukan untuk masa depan.

Kendala dalam Implementasi
Kebijakan

Implementasi Permendagri No.
9 Tahun 2009 di Kota Cilegon
menghadapi tantangan besar, salah
adalah ketidakpatuhan
pengembang terhadap jadwal
penyerahan yang telah ditetapkan.
Banyak pengembang menunda proses
penyerahan prasarana jalan karena
alasan administratif, teknis,
finansial. Dalam beberapa
pengembang tidak
pemahaman yang cukup tentang
regulasi, sehingga tidak menyadari
pentingnya  memenuhi  kewajiban
tersebut tepat waktu. Ketidakpatuhan
ini tidak hanya memperpanjang proses,
tetapi juga mengakibatkan
terhambatnya pengelolaan dan

satunya

atau
kasus,
memiliki

pemeliharaan prasarana jalan yang
seharusnya menjadi tanggung jawab

pemerintah setelah penyerahan
dilakukan.
Kapasitas pemerintah daerah

yang terbatas juga menjadi kendala
signifikan (Suwarno & Nugrahaini,
2024; Wijaya & Handrisal, 2021).
Minimnya jumlah personel yang
kompeten dan keterbatasan anggaran
membuat pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan ini kurang
optimal. Pemerintah  sering kali
kesulitan untuk memastikan bahwa
setiap tahapan proses penyerahan
berjalan sesuai prosedur (Indrayana et
al., 2022; Mamonto et al.,, 2022;
Nursifa, 2021). Akibatnya, beberapa
pengembang dapat menghindari
tanggung jawab tanpa konsekuensi yang
berarti. Selain itu, keterbatasan ini juga
berdampak pada pemeliharaan
prasarana jalan yang telah diserahkan,
karena alokasi sumber daya untuk
perawatan sering kali tidak memadai.
Koordinasi yang lemah antara
pengembang dan pemerintah daerah
semakin memperburuk situasi. Tidak
adanya mekanisme yang jelas untuk
mempercepat ~ proses  penyerahan
membuat kedua pihak sering terjebak
dalam birokrasi yang rumit. Misalnya,
proses administrasi yang memerlukan
dokumen lengkap dan verifikasi teknis
sering kali mengalami hambatan karena
kurangnya komunikasi yang efektif. Hal

ni menunjukkan perlunya
pengembangan sistem koordinasi yang
lebih terstruktur, termasuk
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pembentukan tim khusus atau forum
dialog rutin untuk menyelesaikan
kendala di lapangan. Dengan perbaikan
pada aspek ini, proses implementasi
kebijakan dapat berjalan lebih efisien
dan dengan yang
diharapkan.

sesuai tujuan
Mengacu pada teori Lester dan
Stewart, evaluasi kebijakan melibatkan
dua tugas utama: Pertama, menentukan
dampak atau konsekuensi kebijakan,
dan kedua, mengevaluasi keberhasilan
atau kegagalan kebijakan berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan. Analisis
implementasi Permendagri No. 9 Tahun
2009 di Kota Cilegon menunjukkan
bahwa kebijakan ini menghadapi
kendala yang signifikan dalam proses
pelaksanaannya. Kendala utama yang
ditemukan, seperti  ketidakpatuhan
pengembang terhadap jadwal
penyerahan PSU, keterbatasan kapasitas
pemerintah ~ daerah  dalam  hal
serta koordinasi yang
lemah pihak terkait, telah
mempengaruhi dampak yang
diharapkan dari kebijakan tersebut.
Ketidakpatuhan  pengembang
menjadi salah satu kendala utama yang
menyebabkan penyerahan prasarana
jalan tidak sesuai dengan ketentuan

pengawasan,
antar

yang telah ditetapkan. Hal ini
berhubungan langsung dengan
efektivitas kebijakan dalam memastikan
pemenuhan kewajiban oleh

pengembang. Selain itu, kurangnya
sumber daya dan anggaran pada
pemerintah daerah untuk melakukan
pengawasan yang optimal juga menjadi

hambatan dalam mencapai tujuan
kebijakan. Koordinasi yang tidak
berjalan dengan baik antara
pengembang dan pemerintah

memperlambat proses penyerahan PSU,
yang pada akhirnya mempengaruhi
keberhasilan kebijakan secara
keseluruhan.  Kendala-kendala  ini
menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan ini belum mencapai hasil
yang diharapkan, sehingga perlu
dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk
menentukan langkah-langkah perbaikan
yang dapat diambil untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi implementasi
kebijakan ini di masa mendatang.
Solusi dalam Implementasi
Kebijakan

Mengatasi kendala
implementasi Permendagri No. 9 Tahun
2009 di Kota Cilegon, pemerintah
daerah perlu memperkuat
dengan menetapkan sanksi yang tegas
bagi pengembang yang tidak mematuhi

regulasi

kewajiban penyerahan prasarana jalan.
Kebijakan yang ada saat ini perlu
dilengkapi dengan mekanisme
penegakan hukum yang efektif, seperti
penalti finansial, penghentian
operasional, atau pembatasan akses
untuk  proyek-proyek  berikutnya.
Dengan adanya sanksi yang jelas dan
konsisten, pengembang akan lebih
termotivasi untuk memenuhi kewajiban
mereka tepat waktu. Langkah ini juga
dapat memberikan sinyal yang kuat
bahwa pemerintah daerah berkomitmen
dalam menjaga kualitas infrastruktur

1zin
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perumahan dan meningkatkan tata

kelola kawasan.
Penyediaan  anggaran  yang
memadai menjadi langkah penting

lainnya untuk memperkuat pengawasan

dan pengelolaan prasarana jalan.
Pemerintah daerah perlu
mengalokasikan sumber daya yang
cukup  untuk  membentuk  tim

pengawasan khusus yang fokus pada
implementasi kebijakan ini (Shafa et al.,
2024). Anggaran tambahan juga
diperlukan untuk pemeliharaan
prasarana yang telah diserahkan,
sehingga kondisi infrastruktur tetap
terjaga sesuai standar. Dengan adanya
dukungan anggaran yang cukup,
pemerintah dapat menjalankan
fungsinya secara lebih efektif dan
memberikan layanan yang lebih baik
kepada masyarakat penghuni
perumahan.

Transparansi dan kolaborasi
antara pengembang dan pemerintah
juga harus ditingkatkan = melalui
perjanjian yang lebih jelas dan
komprehensif. Perjanjian tersebut harus
mencakup jadwal penyerahan,
spesifikasi  teknis prasarana, dan
mekanisme sengketa.
Selain itu, pembentukan forum diskusi
rutin  antara  pengembang  dan
pemerintah dapat menjadi sarana untuk
mengidentifikasi dan mengatasi kendala
secara bersama-sama. Dengan
pendekatan yang kolaboratif, kedua
pihak dapat bekerja secara sinergis
untuk  memastikan  implementasi
kebijakan  berjalan  lancar  dan

penyelesaian

memberikan manfaat maksimal bagi
masyarakat.

Mengatasi kendala-kendala
yang teridentifikasi dalam implementasi
Permendagri No. 9 Tahun 2009 di Kota
Cilegon, solusi yang lebih terstruktur
dan  konkret perlu diterapkan.
Berdasarkan teori evaluasi kebijakan
dan Stewart, langkah
pertama  adalah  mengidentifikasi
masalah yang ada, diikuti dengan
rekomendasi  untuk  meningkatkan
efektivitas kebijakan. Sehingga,
beberapa solusi dapat diusulkan untuk
mengatasi kendala dalam implementasi
kebijakan ini.

dari Lester

Pertama, pemerintah daerah
perlu memperkuat regulasi dengan
penegakan sanksi yang lebih tegas bagi
pengembang yang tidak memenuhi
kewajibannya, seperti tidak
menyerahkan prasarana jalan sesuai
jadwal. Penerapan sanksi yang lebih
jelas dan konsisten akan mendorong
pengembang untuk lebih patuh terhadap
aturan yang ada. Selain itu, perlu ada
perbaikan dalam kapasitas pengawasan

pemerintah daerah. Penyediaan
anggaran yang memadai untuk
pengawasan dan pemeliharaan

prasarana jalan menjadi kunci untuk
memastikan kualitas dan keberlanjutan
prasarana yang diserahkan. Tanpa
dukungan anggaran yang cukup,
pengawasan terhadap pengelolaan PSU
tidak akan maksimal, sehingga berisiko
pada terjadinya kerusakan
ketidaksesuaian standar.

atau
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Kedua, memperkuat koordinasi

pemerintah  daerah
pengembang melalui perjanjian yang
lebih jelas dan transparan. Pemerintah
daerah harus memastikan bahwa ada
mekanisme koordinasi yang terstruktur
untuk mempercepat proses penyerahan

antara dan

PSU, sehingga memperkecil potensi
keterlambatan meningkatkan
efektivitas implementasi kebijakan ini.
Solusi-solusi diharapkan
penyerahan prasarana jalan dapat
terlaksana  dengan lebih  optimal,
mendukung tercapainya
kebijakan, serta memberikan dampak
positif pada pembangunan infrastruktur

dan

ini,

tujuan

dan tata ruang kota Cilegon..

KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan mencakup
dua tugas pertama, untuk
menentukan dampak suatu kebijakan
dengan mengidentifikasi
konsekuensinya, dan kedua, untuk

utama:

menilai keberhasilan atau kegagalan
kebijakan berdasarkan standar yang
telah ditetapkan sebelumnya.
Implementasi Permendagri No. 9 Tahun
2009 di  Kota Cilegon terkait
penyerahan prasarana jalan
menunjukkan bahwa kebijakan ini
belum mencapai hasil yang diharapkan,
terutama dalam hal efektivitas dan

kepatuhan. Kendala utama yang
dihadapi adalah ketidakpatuhan
pengembang, lemahnya pengawasan

dari pemerintah daerah, dan kurangnya
koordinasi antara pengembang dan
pemerintah. Dampak dari kendala ini

adalah ketidaksesuaian prasarana jalan
dengan standar yang ditetapkan, serta
pengelolaan yang tidak optimal, yang
pada akhirnya berdampak pada kualitas
hidup penghuni perumahan dan tata
ruang kota.

Kerangka teori Lester dan
Stewart, kebijakan ini dapat dikatakan
gagal dalam memenuhi standar yang
ditetapkan, yaitu penyerahan prasarana
jalan tepat waktu dan sesuai kualitas
yang diharapkan. Sehingga, evaluasi
kebijakan ini menunjukkan adanya
kebutuhan untuk perbaikan dalam hal
pengawasan, sanksi yang lebih tegas,
dan peningkatan koordinasi antara
pengembang dan pemerintah. Untuk itu,
solusi yang disarankan meliputi
penguatan regulasi dengan penerapan
sanksi yang lebih efektif, penyediaan
anggaran yang memadai  untuk
pengawasan, serta perbaikan dalam
mekanisme koordinasi antara
pengembang dan pemerintah daerah.

Melalui langkah-langkah
diharapkan implementasi Permendagri
No. 9 Tahun 2009 dapat berjalan lebih
efektif, efisien, dan sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan, sehingga
menghasilkan dampak positif bagi
pengelolaan prasarana jalan dan tata
ruang kota Cilegon, yang pada
gilirannya akan meningkatkan kualitas
hidup masyarakat.

ini,
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